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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jabarkan, agile governance 

terbukti belum sepenuhnya diterapkan pada pelayanan perijinan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis dimensi yang akan penulis rangkum dan sesuaikan dengan 

ke enam prinsip Agile Governance yang teridri dari Good Enough Governance, 

Business – driven, Human Focused, Based On Quick Wins, Systematic and 

Adaptive Approach, Simple Design and Continous Refinement.  

1. Dalam prinsip good enough governance, tingkat tata kelola pemerintahan 

yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandung melalui aplikasi Hayu Gampil 

sudah memenuhi prinsip good enough governance dalam menyesuaikan 

keadaan dan kebutuhan konteks organisasi. Hal tersebut dilihat dari respon 

yang cepat dan sigap DPMPTSP Kota Bandung dalam meresponi kendala 

dan kebutuhan pengguna layanan karena kontrol berada di jangkauan 

DPMPTSP Kota Bandung, berbeda dengan sistem OSS yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat dimana kontrol berada diluar DPMPTSP Kota Bandung 

sehingga menyulitkan petugas dalam meresponi kendala dan kebutuhan 

pengguna. 

Dalam hal regulasi, pelaksanaan aplikasi Hayu Gampil sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 97 



 
 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 

2 dan Pasal 17 yaitu penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis 

elektronik yang mudah, transparan dan terjangkau. 

Begitu juga dengan pelaksanaan sistem OSS sudah sesuai dengan regulasi 

yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pasal 

41 dan 81, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan 

kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan sistem OSS melalui 

pemenuhan komitmen.  

2. Dalam memenuhi prinsip Business–Driven, pembuatan dan pengembangan 

aplikasi Hayu Gampil sudah menghasilkan layanan yang fleksibel dan 

efisien melalui penyediaan layanan call center melalui platform dan link 

yang tersedia. Berbeda dengan sistem OSS dalam pembuatan dan 

pengembangannya kurang mengasilkan layanan yang fleksibel dan efisien 

karena tidak tersedianya layanan pengaduan bagi pengguna.  

3. Dalam memenuhi prinsip Human Focused, pengelolaan dan pengembangan 

aplikasi Hayu Gampil sangat menghargai setiap pegawai karena adanya 

keterbukaan dalam penyampaian ide dan masukan dari masyarakat. Berbeda 

dengan sistem OSS dalam pengelolaan dan pengembangannnya kurang 

adanya penghargaan karena komunikasi yang kurang terbuka dan ide yang 

disampai pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang kurang 

didengar.  



 
 

4. Dalam memenuhi prinsip Based On Quick Wins, keberhasilan 

pengembangan aplikasi Hayu Gampil telah dijadikan insentif dan motivasi 

yang positif bagi keberlanjutan organisasi melalui berbagai inovasi yang 

diluncurkan oleh DPMPTSP Kota Bandung. Berbeda dengan sistem OSS, 

keberhasilan pengembangan yang dicapai tidak mengasilkan hasil yang 

positif, karena perkembangan sistem OSS justru menyulitkan dan 

membingungkan pengguna layanan.  

5. Dalam menerapkan Systematic and Adaptive Approach, DPMPTSP Kota 

Bandung melalui aplikasi Hayu Gampil dapat melakukan penyesuaian 

terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi yakni dalam menghadapi 

tatanan normal baru dan perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Berbeda dengan sistem OSS dalam melakukan penyesuaian terhadap 

tantangan dan perubahan yang terjadi tidak memperhatikan keadaan dan 

kondisi dari masing – masing daerah khsusunya DPMPTSP Kota Bandung.  

6. Dalam menerapkan prinsip Simple Design and Continous Refinement, 

aplikasi Hayu Gampil lebih efektif dan efisien karena memiliki proses dan 

prosedur yang lebih sederhana dibandingkan setelah adanya OSS menjadi 

lebih berjenjang dan memakan waktu lebih banyak. Selain itu, tampilan 

website Hayu Bandung memiliki tampilan yang lebih user friendly 

dibandingkan dengan tampilan website OSS. 

 

6.2 Saran 



 
 

Adapaun saran yang dapat penulis usulkan kepada DPMPTSP Kota Bandung 

dalam mewujudkan Agile Governance terhadap pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi Hayu Gampil dan OSS  

1. Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat dalam mengintegrasikan sistem OSS agar 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berjalan secara optimal dan 

maksimal. 

2. Diperlukan peningkatan akses layanan dan informasi dalam 

mengintegrasikan sistem OSS agar terjalinnya kerjasama yang erat antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

3. Diperlukan pengembangan tampilan website OSS yang lebih userfriendly 

dan sederhana.  
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